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Menimbang

- Mengingat

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 2& TAHUN 2014
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIMALUNGUN,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan da:
Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2014 perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabara:
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; ,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungus
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015.

'. Undang—Undeing Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungas

Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negar
Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi da
Nepotisme (Lembaran Negara Rep.ublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi

Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomo

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 200
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung]awab Keuangan Negara (Lembara
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lémbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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p 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia "l‘ahurf‘QOO_é_
i Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Re'publik--lndone-sia‘,No"mor-f4437) sebagaimana telah diubah beberapa:kali, terakhi:
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 - Tahun 200«
tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negar:

Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemermtah Pusat dan Pemerintahan Daerat
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo:

4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesac
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indomesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republil
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); :

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahai
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesiz
Nomor 4090);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200!
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200
Nomor 119 Tambahan Lembaran N egara Republik Indonesia Nomor 4139); -

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan lepman dan Anggota DPRT
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo
4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentan;
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinar
dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republil
Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negar
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesi
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 200
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
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" 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005:Nomos 13¢
2t Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); :

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesi
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ‘Nomor 4578); -

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minime
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo
4584); :

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negar
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4614)

24. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupate:
Simalungun Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakila:
Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2006 Nomor 1 Seri D Nomor 1);

25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupate;
Simalungun Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 6);

26. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungu:
(Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah denga:
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupate:
Simalungun Tahun 2012 Nomor 8 Seri D Nomor 8);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daera.
(Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 Nomor 6 Seri D Nomor 6); :

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tela
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Mente:
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang-Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

. 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan BelanJ
Daerah Tahun Anggaran 2015;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
' dan
BUPATI SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERA!
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2015




b

t

~_Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut

1.

0 ™ " I

Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah Rp.
b. Dana Perimbangan : Rp.
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp.

“ Pasal 1

112.414.288.663,00
1.577.072.569.179,00
429.934.007.580,00

Jumlah Pendapatan
Belanja Daerah

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp.
2) Belanja Bunga _ Rp.
3) Belanja Hibah Rp.
4) Belanja Bantuan Sosial Rp.
5) Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa Rp.
6)  Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp.

1.146.754.032.076,00
443.967.271,00
55.000.000.000,00
17.418.000.000,00
115.108.422.874,00

4.000.000.000,00

“Jumlah Belanja Tidak Langsung

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai o Rp.

2) Belanja Barang dan Jasa Rp.
3) Belanja Modal Rp.

72.727.289.750,00
369.802.188.605,00
328.523.403.910,00

2.119.420.865.422,00

Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja
Surplus / (Defisit)

Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.

11.000.000.000,00
10.643.560.936,00

. Jumlah Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pasal 2

Rp.

Rp. . 1.338.724.422.221,00
Rp. 771.052.882.265,00
Rp. 2.109.777.304.486,00
Rp. 9.643.560.936,00
- Rp. _ (9.643.560.936,00)
Rp. -

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.




[Q ™ - ¥ . ot Pasél 3 . ' N Cn o, ™
4 . . .

Lamplran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terplsahkan dan Peraturan Bupati ini

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahumya memermtahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daeral
Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 24/ September 2014
‘BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J. R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 24 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,

_~GIDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 24 5 -




